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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Beralihnya tonggak kepemimpinan pemerintahan Afghanistan ke 

tangan Taliban tidak hanya menimbulkan konflik politik di Afghanistan, namun 

juga berakibat pada timbulnya huru-hara di masyarakat. Kekacauan tersebut 

dapat terlihat dari pemberitaan masyarakat yang berlarian mengejar pesawat di 

Bandara Kabul agar dapat membawa mereka pergi dari Afghanistan. Peristiwa 

pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban ini tidak hanya berdampak pada 

masyarakat secara umum, akan tetapi menimbulkan kekhawatiran yang luar 

biasa dari kaum wanita. Hal ini disebabkan oleh kenangan masa lalu yang begitu 

buruk mengenai perlakuan pemerintahan Taliban pada akhir tahun 90-an hingga 

awal tahun 2000-an. Pada masa itu, kaum wanita tidak diizinkan untuk duduk 

di kursi pemerintahan, dilarang bersekolah, berjalan tanpa mahram, dan wajib 

mengenakan burqa. 

Pada saat ini, kaum wanita di Afghanistan sedang merasakan 

ketidakpastian yang amat sangat yang disebabkan oleh peristiwa masa lalu 

tersebut. Salah satu contoh yang menjadi penyebabnya adalah Setelah Taliban 

muncul kembali sekitar tahun 2003, mereka mengambil sikap yang lebih keras 

terhadap pendidikan wanita. Mereka mengembangkan kode etik (Layha) yang 

disetujui oleh dewan utama mereka (Shura) di Pakistan yang mengatur 

kebijakan Taliban. Layha pertama adalah dikeluarkan pada tahun 2005 dan 



 

 
 

menyatakan bahwa bekerja untuk semua sekolah yang dikelola pemerintah 

dilarang keras.1 

Walaupun pemerintahan Taliban telah melontarkan janji-janji manis 

kepada kaum wanita dengan mengatakan bahwa mereka akan menjaga dan 

melindungi hak-hak wanita, tidak mengurungkan ketakutan dan kekhawatiran 

di kalangan kaum wanita di Afghanistan. Hal tersebut dapat terlihat ketika 

banyak toko yang berada di Herat, menaikkan harga Burqa mereka dikarenakan 

permintaan kian bertambah drastis. Salah seorang pemilik toko di kawasan 

Herat yang bernama Aalia mengatakan bahwa harga Burqa di daerah Herat 

sudah melonjak tinggi dari harga 200 AFN menjadi 2000 hingga 3000 AFN 

sejak Taliban berkuasa.2 

Walaupun Taliban telah tampil di muka umum dan dalam beberapa 

kesempatan sudah seringkali mengutarakan mengenai perlindungan hak 

terhadap wanita, hal tersebut tidak membuat kebijakan yang diambil oleh 

Taliban tidak menimbulkan kontroversi dan kecaman masyarakat internasional. 

Hal tersebut juga memantik Komisioner PBB untuk Hak Asasi Manusia, 

Michelle Bachelet, untuk memperingatkan Taliban untuk menepati janji mereka 

dalam memperlakukan kaum wanita di Afghanistan. hal tersebut diungkapkan 

oleh Michelle Bachelet pada pidato yang dilakukannya saat Pertemuan Darurat 

Dewan Hak Asasi PBB.3 

Sejalan dengan hal tersebut, Taliban masih gencar melakukan 

penyuaraan mengenai agenda mereka kedepannya termasuk mengenai 

perlindungan wanita ini. Kelompok Taliban berjanji akan membentuk 

pemerintahan Islami yang inklusif, melindungi hak perempuan dan kebebasan 

 
1 Fahim Yousufi, “The Prospect of Women’s Rights in the Post-Taliban-Government the Prospect of 

Women’s Rights in the Post-Taliban-Government Peace Agreement Peace Agreement” (2021) 
<https://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2621&context=jiws> accessed September 24, 2021. 

2 Tim detikcom, “Bertabur Janji Manis Taliban Bagi Para Perempuan Afghanistan” (detiknewsAugust 19, 
2021) <https://news.detik.com/internasional/d-5687537/bertabur-janji-manis-taliban-bagi-para-perempuan-
afghanistan> accessed September 24, 2021. 

3 CNN Indonesia, “PBB Peringatkan Taliban Soal Perlakuan Terhadap Perempuan” (internasionalAugust 
25, 2021) <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210825083121-113-684950/pbb-peringatkan-taliban-
soal-perlakuan-terhadap-perempuan> accessed September 23, 2021.  

https://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2621&context=jiws
https://news.detik.com/internasional/d-5687537/bertabur-janji-manis-taliban-bagi-para-perempuan-afghanistan
https://news.detik.com/internasional/d-5687537/bertabur-janji-manis-taliban-bagi-para-perempuan-afghanistan
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210825083121-113-684950/pbb-peringatkan-taliban-soal-perlakuan-terhadap-perempuan
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210825083121-113-684950/pbb-peringatkan-taliban-soal-perlakuan-terhadap-perempuan


 

 
 

pers, serta menjadi lebih moderat.4 Namun, hal tersebut sepertinya belum cukup 

untuk mengatasi kekhawatiran para pegiat Hak Asasi, dan tentunya kaum wanita 

di Afghanistan dikarenakan kebijakan yang kini diambil oleh Taliban, seakan 

sedikit demi sedikit menuju ke arah kembalinya era Taliban di masa lalu, 

dimana kaum wanita dicabut hak-haknya dan terjadinya diskriminasi gender. 

 

2. Rumusan Masalah 

2.1. Bagaimana pelanggaran CEDAW oleh Afghanistan melalui Kebijakan 

Taliban? 

2.2. Apakah ada potensi untuk menggugat Afghanistan ke Mahkamah 

Internasional? 

 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.5 

Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-

persoalan yang menyangkut tentang pelanggaran CEDAW oleh Afghanistan 

melalui kebijakan Taliban yang pernah terjadi di masa lalu dan potensi untuk 

kembalinya hal tersebut setelah Taliban kembali berkuasa. Penelitian ini juga 

akan membahas mengenai potensi untuk membawa Afghanistan ke Mahkamah 

Internasional jika hal tersebut terjadi lagi. 

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui 

penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-

dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan 

dengan analisis yuridis normatif. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah 

 
4 humas, “Memprediksi Masa Depan Afghanistan Di Tangan Taliban | UII” (Universitas Islam 

IndonesiaAugust 26, 2021) <https://www.uii.ac.id/memprediksi-masa-depan-afghanistan-di-tangan-taliban/> 
accessed September 23, 2021. 
5 Henni Muchtar, “ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN 
HAK ASASI MANUSIA” (2015) <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-
normatif-sinkronisasi-p.pdf>. 

https://www.uii.ac.id/memprediksi-masa-depan-afghanistan-di-tangan-taliban/
https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf


 

 
 

terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif 

yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan 

menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan perlakuan Taliban 

terhadap kaum wanita di Afghanistan dan menghubungkannya dengan 

CEDAW, apakah ada pelanggaran terhadapnya atau tidak. Kemudian, juga 

melihat potensi dibawanya Afghanistan ke Mahkamah Internasional 

dikarenakan hal tersebut. 

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar 

diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik. mengenai 

fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di dalam tulisan ini. 

Analitis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan 

analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian 

ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan 

dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang penelitian ini. 

Penelitian ini bermaksud mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 

metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis 

dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. 

 

 

4. Tujuan Penelitian 

4.1. Untuk mengetahui tentang pelanggaran CEDAW oleh Afghanistan 

melalui Kebijakan Taliban 

4.2. Untuk mengetahui tentang potensi membawa Afghanistan ke 

Mahkamah Internasional 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2. Pembahasan 

2.1. Pelanggaran CEDAW oleh Afghanistan melalui Kebijakan Taliban 

Pemerintah Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban telah mengancam 

perjuangan masyarakat Afghanistan dalam mewujudkan terciptanya kesetaraan 

gender.6 Tidak hanya itu, Pemerintahan Taliban juga turut diduga melanggar 

komitmen Afghanistan yang sebelumnya telah meratifikasi Konvensi mengenai 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kembalinya 

Taliban sebagai pemegang kekuasaan membuat kaum perempuan terancam 

akan adanya diskriminasi, baik oleh masyarakat maupun kebijakan pemerintah.7 

Dugaan pelanggaran Pemerintahan Taliban terhadap ketentuan Konvensi 

mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 

dilakukan melalui kebijakan pemerintah yang diskriminatif dari segi kehidupan 

berpolitik, ekonomi, sosial, dan bahkan berkeluarga. 

2.1.1. Pelanggaran Hak Politik 

Pemerintah Taliban berpotensi membawa Afghanistan mundur ke 

era tahun 1996 hingga 2001 dimana perempuan dilarang untuk terlibat 

dalam kegiatan pemilihan umum atau bahkan terlibat dalam kegiatan 

pemerintahan.8 Potensi akan terjadinya larangan serupa bukan tanpa 

sebab mengingat Taliban memiliki sejarah yang kelam dalam hal 

perjuangan kesetaraan gender. 

 
6 Heather Barr, “The Fragility of Women’s Rights in Afghanistan” (Human Rights Watch August 17, 2021) 

<https://www.hrw.org/news/2021/08/17/fragility-womens-rights-afghanistan> accessed September 21, 2021. 
7 Sahar Maranlou, “Afghanistan: Progress on Women’s Rights Has Been Hard Fought – Now Everything 

Is at Risk under the Taliban” (The Conversation August 20, 2021) <https://theconversation.com/afghanistan-
progress-on-womens-rights-has-been-hard-fought-now-everything-is-at-risk-under-the-taliban-166319> 
accessed September 21, 2021. 

8 Sahar Maranlou, “Afghanistan: Progress on Women’s Rights Has Been Hard Fought – Now Everything 
Is at Risk under the Taliban” (The Conversation August 20, 2021) <https://theconversation.com/afghanistan-
progress-on-womens-rights-has-been-hard-fought-now-everything-is-at-risk-under-the-taliban-166319> 
accessed September 21, 2021. 

https://www.hrw.org/news/2021/08/17/fragility-womens-rights-afghanistan
https://theconversation.com/afghanistan-progress-on-womens-rights-has-been-hard-fought-now-everything-is-at-risk-under-the-taliban-166319
https://theconversation.com/afghanistan-progress-on-womens-rights-has-been-hard-fought-now-everything-is-at-risk-under-the-taliban-166319
https://theconversation.com/afghanistan-progress-on-womens-rights-has-been-hard-fought-now-everything-is-at-risk-under-the-taliban-166319
https://theconversation.com/afghanistan-progress-on-womens-rights-has-been-hard-fought-now-everything-is-at-risk-under-the-taliban-166319


 

 
 

Hilangnya hak perempuan untuk memilih maupun dipilih dalam 

pemilihan umum kedepannya akan berpotensi mencederai komitmen 

Afghanistan di ranah internasional, terutama pada Pasal 7 Konvensi 

mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan yang mewajibkan negara peserta untuk menghapus 

diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan 

kehidupan kemasyarakatan negaranya. Secara lebih spesifik, 

Pemerintahan Taliban berpotensi untuk melanggar Pasal 7 huruf (a) 

dimana Perempuan memiliki persamaan dengan laki-laki untuk 

memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam semua pemilihan dan 

agenda publik. 

Potensi pelarangan untuk perempuan dapat dipilih dalam 

pemilihan umum juga turut berdampak pada hilangnya partisipasi 

perempuan dalam fungsi pemerintahan. Pemerintahan Taliban telah 

membatasi partisipasi perempuan bekerja di sektor pemerintahan dan 

menghimbau mereka untuk berada di rumah.9 Kebijakan tersebut 

berlaku kecuali untuk bidang pekerjaan yang tidak dapat digantikan oleh 

laki-laki. Hal tersebut menunjukan bahwa Pemerintahan Taliban telah 

membeda-bedakan akses dan menunjukkan adanya ketidaksetaraan 

peran perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan fungsi 

pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Huruf (b) Konvensi. 

2.1.2. Pelanggaran Hak atas Pendidikan 

Selain berpotensi menghambat pelaksanaan hak politik bagi 

perempuan Afghanistan, Pemerintahan Taliban juga turut membatasi 

hak ekonomi dan sosial yang dimiliki perempuan. Hal ini ditunjukan 

dengan kebijakan Afghanistan yang membatasi akses pendidikan bagi 

perempuan dengan dalih keamanan bagi kaum perempuan. Kebijakan 

ini menimbulkan demonstrasi oleh kelompok pelajar perempuan di Kota 

 
9 Jonathan Franklin, “Female Government Workers in Kabul Told to Stay Home in Latest Taliban Rule” 

(NPR.org September 19, 2021) <https://www.npr.org/2021/09/19/1038685721/female-workers-kabul-stay-
home-taliban-rule> accessed September 23, 2021. 

https://www.npr.org/2021/09/19/1038685721/female-workers-kabul-stay-home-taliban-rule
https://www.npr.org/2021/09/19/1038685721/female-workers-kabul-stay-home-taliban-rule


 

 
 

Herat, Afghanistan.10 Zabihullah Mujahid selaku Juru Bicara 

Pemerintahan Afghanistan pada mengatakan bahwa perempuan harus 

menunggu agar dapat kembali ke sekolah.11 Hal ini dilakukan untuk 

menciptakan lingkungan yang belajar aman saat para pelajar ini kembali 

menempuh pendidikannya. Sebagai bagian dari kebijakan yang baru, 

Mujahid juga menyatakan bahwa perempuan akan diajar oleh pengajar 

perempuan atau lelaki yang memang layak untuk mengajar. 

Penghambatan akses pendidikan untuk perempuan tentu melanggar 

ketentuan Pasal 10 Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Perempuan yang mengatur bahwa negara peserta 

konvensi wajib menghapus diskriminasi terhadap perempuan untuk 

menjamin hak yang sama dengan laki-laki dan perempuan. 

2.1.3. Pelanggaran Hak untuk Bekerja 

Perempuan di Afghanistan pun juga dibatasi kegiatannya, terutama 

untuk bekerja. Pemerintahan Taliban mewajibkan perempuan untuk 

berdiam di rumah kecuali mereka yang bekerja di bidang-bidang yang 

tidak bisa digantikan oleh laki-laki.12 Kebijakan ini serupa dengan 

kebijakan yang pernah diberlakukan Taliban pada era kepemimpinan 20 

tahun yang lalu.13 Tentunya kebijakan ini bertentangan dengan 

ketentuan Pasal 11 Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Perempuan yang mewajibkan setiap negara 

peserta untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk 

menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaan 

guna menjamin hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan 

 
10 TRTWorld, “Afghan High School Girls Protest Taliban for barring Their Education” (TRTWorld.com 

September 21, 2021) <https://www.trtworld.com/asia/afghan-high-school-girls-protest-taliban-for-barring-their-
education-50087> accessed September 23, 2021. 

11 Al Jazeera, “Afghan Girls to Return to Schools ‘Soon as Possible’: Taliban” 
(www.aljazeera.comSeptember 21, 2021) <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/21/girls-to-return-to-
secondary-schools-soon-as-possible-taliban> accessed September 23, 2021. 

12 Jonathan Franklin, Op.Cit. 
13 Azadah Raz Mohammad and Jenna Sapiano, “As the Taliban Returns, 20 Years of Progress for Women 

Looks Set to Disappear Overnight” (The ConversationAugust 16, 2021) <https://theconversation.com/as-the-
taliban-returns-20-years-of-progress-for-women-looks-set-to-disappear-overnight-165012> accessed September 
23, 2021. 

https://www.trtworld.com/asia/afghan-high-school-girls-protest-taliban-for-barring-their-education-50087
https://www.trtworld.com/asia/afghan-high-school-girls-protest-taliban-for-barring-their-education-50087
https://www.aljazeera.com/news/2021/9/21/girls-to-return-to-secondary-schools-soon-as-possible-taliban
https://www.aljazeera.com/news/2021/9/21/girls-to-return-to-secondary-schools-soon-as-possible-taliban
https://theconversation.com/as-the-taliban-returns-20-years-of-progress-for-women-looks-set-to-disappear-overnight-165012
https://theconversation.com/as-the-taliban-returns-20-years-of-progress-for-women-looks-set-to-disappear-overnight-165012


 

 
 

perempuan. Dalam hal ini, Afghanistan gagal untuk menjamin hak asasi 

perempuan Afghanistan untuk bekerja. Selain itu, Afghanistan juga 

mengabaikan kewajibannya untuk menciptakan kesempatan kerja yang 

sama. 

 

2.2. Potensi Membawa Afghanistan ke Mahkamah Internasional 

2.2.1. Tanggung Jawab Negara 

Tanggung jawab negara merupakan sebuah aspek yang perlu 

dikaji dalam mempertimbangkan dapat dibawanya sebuah kasus ke 

Mahkamah Internasional. Hal ini dikarenakan Mahkamah Internasional 

memiliki wewenang hanya untuk mengadili perkara antar negara.14 Oleh 

karena itu, hanya perkara yang didasari oleh tindakan atau perilaku yang 

dapat diatribusikan pada negara yang dapat diselesaikan dalam forum 

ini. 

Hingga kini, kodifikasi peraturan yang mengatur secara konkret 

mengenai tanggung jawab negara dalam konteks hukum internasional. 

Namun, dalam  setiap pembahasan yang berkaitan dengan tanggung 

jawab negara, diskusi biasanya merujuk pada Draft Article of 

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA).15 

Dokumen ini adalah sebuah naskah kodifikasi dari praktik dan hukum 

kebiasaan terkait pertanggungjawaban negara.16 Mengingat dokumen 

ini mencerminkan hukum kebiasaan internasional, dokumen ini dapat 

dijadikan rujukan walaupun belum merupakan konvensi yang disahkan. 

Dalam ARSIWA, sebuah kesalahan atau perbuatan dapat 

diatribusikan pada negara karena beberapa alasan yang sebagian akan 

dibahas pada bagian ini. Pertama, sebuah perbuatan haruslah dilakukan 

 
14 Statute of the International Court of Justice (adopted 18 April 1946) 33 UNTS 993 (ICJ Statute) art 34 
15 Charles Bjork, “Guides: International Investment Law Research Guide: Customary Law on State 

Responsibility” (guides.ll.georgetown.edu) <https://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=371540&p=2511830> 
accessed September 23, 2021. 

16 Ibid. 

https://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=371540&p=2511830


 

 
 

oleh organ negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan 4 ayat 1 

ARSIWA17:  

 

Article 2 of Elements of an internationally wrongful act of a 

State : 

There is an internationally wrongful act of a State when conduct 

consisting of an action or omission: (a) is attributable to the State 

under international law; and (b) constitutes a breach of an 

international obligation of the State. 

 

Article 4 of Conduct of organs of a State, Paragraph (1): 

The conduct of any State organ shall be considered an act of that 

State under international law, whether the organ exercises 

legislative, executive, judicial or any other functions, whatever 

position it holds in the organization of the State, and whatever its 

character as an organ of the central Government or of a 

territorial unit of the State. 

 

Dalam konteks ini, organ negara yang dimaksud adalah organ 

yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kedua, 

tindakan yang bukan tindakan organ negara pun bisa masuk dalam 

kategori tindakan yang bisa diatribusikan pada negara jika tindakan 

tersebut secara hukum diberi wewenang untuk melakukan fungsi organ 

negara. Ketiga, sebuah tindakan yang diinstruksikan atau dalam kendali 

negara juga dapat dianggap sebagai perbuatan negara. Terakhir, 

tindakan atau perbuatan yang diakui dan diadopsi sebagai perbuatan 

negara dapat diatribusikan pada negara. 

Dalam konteks kebijakan diskriminatif terhadap wanita oleh 

pemerintahan Taliban, jelas tindakan tersebut dapat dikategorikan 

 
17 International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful 

Acts, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1 
<https://www.refworld.org/docid/3ddb8f804.html> accessed 23 September, 2021. 

https://www.refworld.org/docid/3ddb8f804.html


 

 
 

sebagai tindakan oleh organ negara. Bagian selanjutnya akan 

mengelaborasi bagaimana tindakan tersebut masuk dalam kategori 

tindakan organ negara. 

2.2.1.1. Kebijakan Negara dan Organ Negara 

Dalam mengurangi hak-hak wanita, tindakan Taliban 

jelas masuk dalam kategori perbuatan organ negara. Hal ini 

terindikasi dari pernyataan menteri pendidikan Afghanistan, 

Abdul Baqi Haqqani.18 Melalui konferensi pers, menteri tersebut 

mengumumkan pembatasan-pembatasan bagi wanita dalam 

akses terhadap pendidikan. Selain itu, walikota Kabul juga 

menyerukan perintah untuk para perempuan tetap tinggal di 

rumah dan tidak bekerja.19 Pekerjaan yang diperbolehkan 

hanyalah pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki. 

Pemerintah Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban juga 

menutup Kementerian Perempuan dan menggantikannya dengan 

Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan 

Kejahatan.20 Hal ini tentu merupakan indikasi kemunduran 

dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. 

Jika kita bisa menarik sebuah kesimpulan, seluruh 

kebijakan-kebijakan tersebut mendemonstrasikan organ negara 

yang bertindak mendiskriminasi hak perempuan. Pada kebijakan 

pertama, kebijakan diumumkan oleh seorang menteri, yang 

dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai organ eksekutif 

negara. Pada kebijakan kedua, kebijakan diskriminatif 

dikeluarkan oleh walikota Kabul. Walikota masuk dalam 

 
18 Deutsche Welle, “Afghanistan: Taliban Announce New Rules for Women and Girls’ Education | DW | 

12.09.2021” (DW.COMSeptember 12, 2021) <https://www.dw.com/en/afghanistan-taliban-announce-new-rules-
for-women-and-girls-education/a-59157395> accessed September 23, 2021. 

19 Agencies, “Kabul Government’s Female Workers Told to Stay at Home by Taliban” (the 
GuardianSeptember 19, 2021) <https://www.theguardian.com/world/2021/sep/19/kabul-governments-female-
workers-told-to-stay-at-home-by-taliban>. 

20 Kathy Gannon, “Taliban Replace Ministry for Women with ‘Virtue’ Authorities” (ABC NewsSeptember 
19, 2021) <https://abcnews.go.com/International/wireStory/taliban-replace-ministry-women-restricting-
80094066> accessed September 23, 2021. 
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struktur pemerintah, lebih tepatnya masuk dalam organ 

eksekutif. Terakhir, tindakan menghapus Kementerian 

Perempuan juga tentu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, 

dalam hal ini organ eksekutif. 

Walaupun belum terlihat ada legislasi yang jelas 

mengenai aturan-aturan ini, pihak eksekutif tentu akan 

meneruskan kebijakan ini ke pihak legislatif . Setelah 

dilanjutkan, legislatif akan menjadikannya aturan yang sah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jelas aturan yang 

memaksa perempuan Afghanistan kehilangan hak-haknya 

diorkestrasikan oleh pemerintah Taliban. 

2.2.1.2. Taliban sebagai Pemerintah yang Dirujuk dalam 

ARSIWA 

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apakah 

pemerintahan Taliban masuk dalam kategori pemerintah yang 

dirujuk dalam ARSIWA. Tentu pembahasan ini akan menjadi 

perdebatan tersendiri yang juga terpisah. Namun kita dapat 

menganalisis beberapa kemungkinan teori yang dapat 

melegitimasi Taliban sebagai pemerintah Afghanistan. 

Dalam hukum internasional dikenal dua jenis pengalihan 

kekuasaan. Pertama, pengalihan kekuasaan yang konstitusional. 

Tidak ada perdebatan mengenai legitimasi pemerintah dalam 

kasus seperti ini.21 Pemerintah yang diakui tentu pemerintah 

yang memang dipilih oleh rakyat secara demokratis atau melalui 

mekanisme lain yang ditentukan konstitusi masing-masing 

negara. Namun berbeda jika kondisi kedua yang terjadi, yakni 

pemerintahan yang tidak dipilih melalui mekanisme yang 

ditentukan oleh konstitusi. Sama seperti pemberian pengakuan 

pada negara baru, pemberian pengakuan terhadap pemerintah 

yang tidak konstitusional tentu berpotensi menjadi objek yang 

 
21 Malcolm N Shaw, International Law (Cambridge, United Kingdom New York, Ny Port Melbourne, Vic 

Delhi Singapore Cambridge University Press 2017). 



 

 
 

dipolitisir.22 Tiap negara tentu memiliki pertimbangan masing-

masing dalam menentukan pemberian pengakuan terhadap 

pemerintah baru tersebut. Namun, secara umum, sudah terdapat 

praktik yang berjalan mengenai pengakuan terhadap pemerintah 

dalam kondisi yang dijelaskan di atas. Walaupun terdapat 

perbedaan pendapat dan keabsahannya sebagai hukum 

kebiasaan internasional masih diragukan, praktik ini dapat 

memberi petunjuk mengenai kemungkinan pengakuan Taliban 

sebagai pemerintah Afghanistan. 

Teori tersebut adalah penguasaan efektif atau effective 

control. Teori ini menyatakan bahwa pemerintahan yang akan 

mendapat pengakuan adalah pemerintahan yang dapat 

melakukan penguasaan efektif dalam sebagian atau seluruh 

wilayah.23 Konsep ini diterima oleh beberapa negara seperti 

Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara lainnya.24 25 

Dalam pembahasan ini, Afghanistan telah dikuasai 

secara efektif oleh Taliban. Perbatasan negara, kota-kota, bahkan 

bandara internasional  utama milik Afghanistan juga telah 

dikuasai oleh Taliban.26 27Pemerintahan pun secara efektif sudah 

didirikan oleh Taliban. Dengan asumsi digunakannya teori 

penguasaan efektif, dapat diambil kesimpulan bahwa Taliban 

telah memiliki kontrol dan penguasaan yang efektif terhadap 

 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Julia Emtseva, “Transition without Justice? The Return of the Taliban and the Quest for Truth, 

Accountability, and Reparations” (Opinio JurisSeptember 8, 2021) <http://opiniojuris.org/2021/09/08/transition-
without-justice-the-return-of-the-taliban-and-the-quest-for-truth-accountability-and-reparations/> accessed 
September 23, 2021. 

25 Federica Paddeu and Alonso Dunkelberg, “Recognition of Governments: Legitimacy and Control Six 
Months after Guaidó” (Opinio Juris July 18, 2019) <http://opiniojuris.org/2019/07/18/recognition-of-
governments-legitimacy-and-control-six-months-after-guaido/> accessed September 23, 2021. 

26 The ASEAN Post, “Taliban in Control of Afghanistan” (The ASEAN PostAugust 16, 2021) 
<https://theaseanpost.com/article/taliban-control-afghanistan> accessed September 23, 2021. 

27 Aljazeera, “The Taliban Now Controls Kabul Airport. How Will It Run It?” (www.aljazeera.comAugust 
31, 2021) <https://www.aljazeera.com/news/2021/8/31/taliban-controls-kabul-airport-how-will-it-run-it> 
accessed September 23, 2021. 

http://opiniojuris.org/2021/09/08/transition-without-justice-the-return-of-the-taliban-and-the-quest-for-truth-accountability-and-reparations/
http://opiniojuris.org/2021/09/08/transition-without-justice-the-return-of-the-taliban-and-the-quest-for-truth-accountability-and-reparations/
http://opiniojuris.org/2019/07/18/recognition-of-governments-legitimacy-and-control-six-months-after-guaido/
http://opiniojuris.org/2019/07/18/recognition-of-governments-legitimacy-and-control-six-months-after-guaido/
https://theaseanpost.com/article/taliban-control-afghanistan
https://www.aljazeera.com/news/2021/8/31/taliban-controls-kabul-airport-how-will-it-run-it


 

 
 

seluruh wilayah Afghanistan, dan dapat dianggap sebagai 

pemerintah Afghanistan. Penegasian Taliban sebagai 

pemerintah Taliban hanya akan menghapuskan tanggung jawab 

negara dan membuat kasus ini masuk dalam yurisdiksi 

Mahkamah Pidana Internasional (ICC). 

Praktik lain yang dilakukan oleh beberapa negara adalah 

mengakui pemerintah yang memiliki legitimasi dan dipilih 

secara demokratis.28 Walau terkadang mereka tidak memiliki 

kekuasaan efektif, namun upaya mengakui mereka dilakukan 

untuk mengembalikan demokrasi di negara tersebut.29 

2.2.2. Peranan Komite CEDAW dalam Implementasi CEDAW di  

Afghanistan 

Dalam mengimplementasikan norma-norma yang diatur dalam 

CEDAW, dibentuk Komite CEDAW yang terdiri atas 23 orang pakar 

independen di bidang hak perempuan, dengan masa jabatan selama 4 

tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 17 CEDAW. Pasal tersebut juga 

mengatur mengenai pergantian masa jabatan dilakukan setiap 2 tahun 

kepada 9 dari 18 anggota komite untuk menciptakan pergantian 

keanggotaan komite yang stabil dan berkelanjutan. 

CEDAW memberikan berbagai opsi mekansime pelaporan 

pelaksanaan konvensi melalui laporan tahunan dari negara peserta 

konvensi, pengaduan individual, dan pengaduan antar negara.30 

Mekanisme tersebut ditempuh sebelum menempuh mekanisme 

ajudikasi internasional sehingga tidak seluruh indikasi pelanggaran 

terhadap CEDAW diselesaikan melalui forum Mahkamah Internasional. 

Dalam konteks potensi pelanggaran ketentuan CEDAW oleh 

Afghanistan, Afghanistan memiliki kewajiban untuk melaporkan 

 
28 Federica Paddeu and Alonso Dunkelberg, “Recognition of Governments: Legitimacy and Control Six 

Months after Guaidó” (Opinio JurisJuly 18, 2019) <http://opiniojuris.org/2019/07/18/recognition-of-
governments-legitimacy-and-control-six-months-after-guaido/> accessed September 23, 2021. 

29 Ibid. 
30 International Justice Resource Center, “Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women” (International Justice Resource CenterFebruary 19, 2014) <https://ijrcenter.org/un-treaty-
bodies/committee-on-the-elimination-of-discrimination-against-women/> accessed October 10, 2021. 

http://opiniojuris.org/2019/07/18/recognition-of-governments-legitimacy-and-control-six-months-after-guaido/
http://opiniojuris.org/2019/07/18/recognition-of-governments-legitimacy-and-control-six-months-after-guaido/
https://ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-the-elimination-of-discrimination-against-women/
https://ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-the-elimination-of-discrimination-against-women/


 

 
 

pelaksanaan CEDAW di negaranya setiap 3-4 tahun sekali sebagaimana 

menjadi kewajiban dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf b. Pelaporan tahunan 

dari negara peserta konvensi diatur dalam Pasal 18 CEDAW, dilakukan 

dengan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Laporan tersebut kemudian akan mempertimbangkan 

peraturan-peraturan nasional dari negara anggota yang kemudian akan 

dilihat kesesuaiannya dengan Konvensi CEDAW.  Komite CEDAW 

dapat melakukan observasi dan monitoring melalui laporan tersebut 

untuk kemudian ditangani lebih lanjut dengan memberikan rekomendasi 

dalam 2 tahun.31 

Mekanisme lain yang dapat dilakukan untuk menindak potensi 

pelanggaran CEDAW oleh Afghanistan yakni dengan pengaduan 

individual yang diatur dalam Pasal 2 hingga 4 Opsional Protokol pada 

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan. Individu harus memperhatikan persyaratan dalam Pasal 2 

hingga 4 untuk melakukan pengaduan individual. Syarat-syarat tersebut 

diantaranya adalah: dilakukan oleh individu yang menjadi korban dari 

pelanggaran atas tiap hak yang dimuat dalam CEDAW yang dilakukan 

oleh negara peserta konvensi; disampaikan secara tertulis dan tidak 

boleh akronim; apabila individu telah memastikan bahwa sudah melalui 

semua pertolongan dalam negeri yang tersedia. Namun demikian, 

pengaduan individu dapat ditolak apabila memenuhi kriteria: hal yang 

dilaporkan pernah atau sedang diperiksa oleh Komite CEDAW, tidak 

sesuai dengan ketentuan CEDAW, tidak adanya itikad baik oleh 

individu, merupakan penyalahgunaan hak menyampaikan pengaduan, 

dan fakta-fakta yang disampaikan terjadi sebelum berlakunya protokol 

ini dengan pengecualian bahwa fakta tersebut masih tetap berlanjut. 

Terakhir, mekanisme yang dapat ditempuh untuk menegakan 

pengaturan dalam CEDAW yaitu dengan pelaporan antar negara. 

Pelaporan tersebut diatur dalam Pasal 29 CEDAW. Pertama-tama 

 
31 Other Activities of the Human Rights Treaty Bodies and Participation of Stakeholders in the Human 

Rights Treaty Body Process, (22 April 2013) UN Doc. HRI/MC/2013/3, par. 5 



 

 
 

permasalahan yang terjadi akibat penafsiran atau penerapan konvensi 

harus diselesaikan oleh antar negara melalui prosedur perundingan. 

Apabila gagal, negara-negara diwajibkan untuk menempuh upaya 

arbitrase. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan 

apabila pihak-pihak tidak mencapai sebuah penyelesaian konflik, maka 

salah satu pihak dapat membawa permohonan tersebut kepada 

Mahkamah Internasional. 

2.2.3. Yurisdiksi Mahkamah Internasional atas Afghanistan 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelesaian 

sengketa, tentu Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi tertentu. 

Pada dasarnya seluruh proses hukum pada tingkat  internasional harus 

didasarkan pada konsensus atau persetujuan negara yang terkait.32 Pada 

Mahkamah Internasional sendiri, terdapat dua cara untuk menyatakan 

konsensus sebuah negara. Menurut Pasal 36 Statuta Mahkamah 

Internasional, sebuah negara dapat menyatakan persetujuan untuk 

membawa kasus ke Mahkamah Internasional dengan cara (1) 

membentuk perjanjian khusus dan (2) menjadi anggota perjanjian yang 

menunjuk Mahkamah Internasional sebagai lembaga penyelesaian 

sengketa.33 Dalam kasus tuduhan pelanggaran CEDAW oleh 

Afghanistan, konsensus jelas diberikan Afghanistan melalui cara kedua. 

Setelah menandatangani CEDAW pada tahun 1980, Afghanistan 

meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 2003.34 Perkembangan 

hukum domestik Afghanistan cukup positif setelah ratifikasi ini. 

Afghanistan bahkan sempat mengamandemen konstitusi. Amendemen 

ini dilakukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang 

 
32 Matthew Lister, “The Legitimating Role of Consent in International Law” (2011) 11 Chicago Journal of  

International Law. 
33 Statute of the International Court of Justice (adopted 18 April 1946) 33 UNTS 993 (ICJ Statute) art 36(1) 
34 United Nations, “Committee on the Elimination of Discrimination against Women Consideration of 

Reports Submitted by States Parties under Article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women Afghanistan Combined Initial and Second Periodic Report United Nations” (2011) 
<https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.AFG.1-
2.pdf#:~:text=The%20Government%20of%20Afghanistan%20%28GoA%29%20signed%20the%20Convention
> accessed September 23, 2021. 
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tertuang dalam konstitusi yang lama.35 Afghanistan juga tidak 

melakukan reservasi atau deklarasi yang menyatakan diri mengabaikan 

salah satu bagian dari konvensi. Dengan begitu, Afghanistan menerima 

penuh konvensi ini, termasuk pengaturan terkait penyelesaian sengketa 

dan interpretasi konvensi.  

Menurut Pasal 29 CEDAW, setiap perkara terkait penerapan 

atau interpretasi dari instrumen ini akan diselesaikan di Mahkamah 

Internasional. Dalam pernyataan keberatan pendahuluan oleh Rusia 

dalam kasus Georgia v. Rusia, kemungkinan membawa kasus 

pengimplementasian CEDAW juga disinggung.36 Dengan 

bergabungnya Afghanistan pada CEDAW dan dirujuknya Mahkamah 

Internasional sebagai forum penyelesaian perkara implementasi 

CEDAW, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Internasional memiliki 

yurisdiksi atas situasi di Afghanistan. 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelesaian 

sengketa, tentu Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi tertentu. 

Pada dasarnya seluruh proses hukum pada tingkat  internasional harus 

didasarkan pada konsensus atau persetujuan negara yang terkait.37 Pada 

Mahkamah Internasional sendiri, terdapat dua cara untuk menyatakan 

konsensus sebuah negara. Menurut Pasal 36 Statuta Mahkamah 

Internasional, sebuah negara dapat menyatakan persetujuan untuk 

membawa kasus ke Mahkamah Internasional dengan cara (1) 

membentuk perjanjian khusus dan (2) menjadi anggota perjanjian yang 

menunjuk Mahkamah Internasional sebagai lembaga penyelesaian 

 
35 Matthew Murphy, Azadah Mohammad and Jenna Sapiano, “Taliban Rule Puts Women, Girls Most at 

Risk in Afghanistan” (news.com.auAugust 17, 2021) <https://www.news.com.au/world/middle-east/taliban-rule-
puts-women-girls-most-at-risk-in-afghanistan/news-
story/9bf0878e28f38521bbd1b0dbfc3ce627#:~:text=The%202004%20Afghan%20Constitution%20holds%20th
at%20%E2%80%9Ccitizens%20of,to%20a%20polling%20centre%20in%20Kandahar%20in%202009.> 
accessed September 23, 2021. 

36 Case Concerning Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (Georgia v Russia) (Preliminary Objections of Russia) [2009]  

37 Matthew Lister, “The Legitimating Role of Consent in International Law” (2011) 11 Chicago Journal of  
International Law. 

https://www.news.com.au/world/middle-east/taliban-rule-puts-women-girls-most-at-risk-in-afghanistan/news-story/9bf0878e28f38521bbd1b0dbfc3ce627#:~:text=The%25202004%2520Afghan%2520Constitution%2520holds%2520that%2520%25E2%2580%259Ccitizens%2520of,to%2520a%2520polling%2520centre%2520in%2520Kandahar%2520in%25202009.
https://www.news.com.au/world/middle-east/taliban-rule-puts-women-girls-most-at-risk-in-afghanistan/news-story/9bf0878e28f38521bbd1b0dbfc3ce627#:~:text=The%25202004%2520Afghan%2520Constitution%2520holds%2520that%2520%25E2%2580%259Ccitizens%2520of,to%2520a%2520polling%2520centre%2520in%2520Kandahar%2520in%25202009.
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sengketa.38 Dalam kasus tuduhan pelanggaran CEDAW oleh 

Afghanistan, konsensus jelas diberikan Afghanistan melalui cara kedua. 

Setelah menandatangani CEDAW pada tahun 1980, Afghanistan 

meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 2003.39 Perkembangan 

hukum domestik Afghanistan cukup positif setelah ratifikasi ini. 

Afghanistan bahkan sempat mengamandemen konstitusi. Amendemen 

ini dilakukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang 

tertuang dalam konstitusi yang lama.40 Afghanistan juga tidak 

melakukan reservasi atau deklarasi yang menyatakan diri mengabaikan 

salah satu bagian dari konvensi. Dengan begitu, Afghanistan menerima 

penuh konvensi ini, termasuk pengaturan terkait penyelesaian sengketa 

dan interpretasi konvensi.  

Dalam Pasal 29 CEDAW, setiap perkara terkait penerapan atau 

interpretasi dari instrumen ini akan diselesaikan di Mahkamah 

Internasional. Dalam pernyataan keberatan pendahuluan oleh Rusia 

dalam kasus Georgia v. Rusia, kemungkinan membawa kasus 

pengimplementasian CEDAW juga disinggung.41 Walau kasus ini 

belum sampai pada pokok perkara, pernyataan ini telah 

mengindikasikan bahwa Mahkamah Internasional dapat mengadili 

pelanggaran CEDAW. Dengan bergabungnya Afghanistan pada 

CEDAW dan dirujuknya Mahkamah Internasional sebagai forum 

 
38 Statute of the International Court of Justice (adopted 18 April 1946) 33 UNTS 993 (ICJ Statute) art 36(1) 
39 United Nations, “Committee on the Elimination of Discrimination against Women Consideration of 

Reports Submitted by States Parties under Article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women Afghanistan Combined Initial and Second Periodic Report United Nations” (2011) 
<https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.AFG.1-
2.pdf#:~:text=The%20Government%20of%20Afghanistan%20%28GoA%29%20signed%20the%20Convention
> accessed September 23, 2021. 

40 Matthew Murphy, Azadah Mohammad and Jenna Sapiano, “Taliban Rule Puts Women, Girls Most at 
Risk in Afghanistan” (news.com.auAugust 17, 2021) <https://www.news.com.au/world/middle-east/taliban-rule-
puts-women-girls-most-at-risk-in-afghanistan/news-
story/9bf0878e28f38521bbd1b0dbfc3ce627#:~:text=The%202004%20Afghan%20Constitution%20holds%20th
at%20%E2%80%9Ccitizens%20of,to%20a%20polling%20centre%20in%20Kandahar%20in%202009.> 
accessed September 23, 2021. 

41 Case Concerning Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (Georgia v Russia) (Preliminary Objections of Russia) [2009]  
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penyelesaian perkara implementasi CEDAW, dapat disimpulkan bahwa 

Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi atas situasi di 

Afghanistan. 

2.2.4. Perbandingan dengan Kasus Gambia v. Myanmar 

Dalam memahami kemungkinan membawa pelanggaran 

CEDAW ke Mahkamah Internasional, tentu perbandingan dengan kasus 

Gambia v. Myanmar akan tepat dilakukan, mengingat kesamaan 

substansial keduanya. Dalam kasus Gambia v. Myanmar, Gambia 

menggugat Myanmar atas tuduhan pelanggaran Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide atau yang dikenal 

sebagai Genocide Convention sejak 2019.42 Dasar yang digunakan 

Gambia untuk membawa kasus ini adalah Pasal 9 Genocide Convention 

yang menyatakan bahwa segala perkara yang berkaitan dengan 

tanggung jawab negara atas genosida dibolehkan untuk dibawa ke 

Mahkamah Internasional.43 Hal ini berkaitan erat dengan Pasal 36 

Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa Mahkamah 

Internasional dapat mengadili pelanggaran perjanjian internasional yang 

mengamanatkan penyelesaian sengketa pada Mahkamah Internasional. 

Dalam kasus ini, Gambia tidak memiliki keterkaitan langsung dengan 

genosida yang dituduhkan pada Myanmar, namun harus dicatat bahwa 

kedua negara pihak dalam perkara ini juga merupakan negara pihak 

dalam Genocide Convention.44  

Jika kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan 

Afghanistan, kita dapat menemukan beberapa persamaan. Dalam 

tuduhan diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita di Afghanistan, 

pemerintah setempat dituduhkan telah melanggar sebuah konvensi 

 
42 United Nations, “ICJ – the Gambia v. Myanmar | IIMM” (Independent Investigative Mechanism for 

Myanmar2021) <https://iimm.un.org/icj-the-gambia-v-myanmar/>. 
43 Ibid. 
44 Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide (The Gambia v Myanmar) (Request for the Indication of Provisional Measures) [2021]  

https://iimm.un.org/icj-the-gambia-v-myanmar/


 

 
 

internasional (CEDAW), sama seperti tuduhan Myanmar melanggar 

Genocide Convention.  

Persamaan selanjutnya adalah adanya klausul yang 

mengindikasikan rujukan kasus pada Mahkamah Internasional dalam 

Pasal 29 CEDAW.45 Hal ini senada dengan Pasal 9 Genocide 

Convention yang mengamanatkan penyelesaian sengketa yang berkaitan 

dengan konvensi itu di Mahkamah Internasional. Kedua pasal ini juga 

merujuk pada tanggung jawab negara ataupun negara pihak sebagai 

dasar kewenangan mengadili Mahkamah Internasional. Lebih lanjut, 

kasus ini juga mengindikasikan bahwa negara lain yang tidak 

berhubungan langsung dengan pelanggaran CEDAW di Afghanistan 

dapat menggugat Afghanistan di Mahkamah Internasional terkait kasus 

ini. Batasan yang ada hanyalah negara penggugat haruslah negara pihak 

dalam CEDAW. Hal ini juga seiring dengan pernyataan Pasal 29 

CEDAW yang mengatakan bahwa sengketa harus terjadi antara negara 

anggota CEDAW.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (adopted 18 December 

1979) (CEDAW) art 29 
46 Ibid. 



 

 
 

BAB III 

PENUTUP 

3. Penutup 

3.1. Kesimpulan 

Afghanistan memang telah melalui berbagai fase dalam pemenuhan hak-hak 

perempuan. Kesetaraan gender di Afghanistan juga mengalami pasang surut karena 

berubahnya pemimpin negara tersebut. Dengan perkembangan terkini di Afghanistan, tentu 

masyarakat internasional telah menaruh perhatian pada kondisi terkini di wilayah tersebut. 

Salah satu mekanisme yang tersedia untuk menanggapinya adalah melalui Mahkamah 

Internasional. Setelah pembahasan mengenai kenyataan diskriminasi perempuan di 

Afghanistan, yurisdiksi Mahkamah Internasional, dan  asumsi bahwa Taliban dianggap sebagai 

pemerintah Afghanistan dengan teori penguasaan efektif, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

kemungkinan dan peluang untuk menggugat Afghanistan, dalam hal ini Taliban, dalam forum 

Mahkamah Internasional untuk pelanggaran CEDAW yang terjadi di negara tersebut. Namun, 

jika kita berkaca pada kasus serupa yang prosesnya memakan waktu, kompleksnya kasus ini, 

dan urgensi restorasi hak-hak perempuan yang telah dihapus, langkah diplomatis untuk 

mendorong Afghanistan memulihkan hak perempuan merupakan pilihan yang baik. 

 

3.2. Rekomendasi ALSA Indonesia 

1. Mengajak pemerintah negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan 

Afghanistan untuk mendorong Afghanistan untuk membuat kebijakan nasional sesuai 

dengan CEDAW melalui jalur diplomasi. 

2. Merekomendasikan pemerintah negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik 

dengan Afghanistan untuk menaruh perhatian pada pelanggaran CEDAW yang terjadi 

di Afghanistan. 

3. Mendorong pemerintah setempat untuk merestorasi hak-hak perempuan yang 

sebelumnya dilanggar. 

4. Merekomendasikan Perwakilan Diplomatik serta Organisasi HAM tiap negara untuk 

menaruh perhatian pada pelanggaran CEDAW yang terjadi di Afghanistan. 

 

 



 

 
 

5. Mengajak Para Perwakilan Diplomatik asing di PBB, atau yang ditugaskan di 

organisasi internasional lain terkait, untuk mendorong Afghanistan membuat kebijakan 

nasional sesuai dengan CEDAW melalui jalur diplomasi dalam Agenda PBB atau 

organisasi internasional, mengingat permasalahan Afghanistan yang cukup kompleks. 
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